	
	TinjauanTeoritas Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filosofis Dan Hukum 




Asti Nurul Puspita
1Universitas Islam Negeri Sumatra Utara
E-mail: uulaza1206@gmail.com 


	Artikel Info
	Abstrak

	Sejarah Artikel
Received : 2026-04-10
Revised: 2024-07-21
Published: 2024-08-01

Kata kunci:
Hak Asasi Manusia; UU 1945; Pembatasan HAM; Kepentingan Umum; Hak Dasar
	Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak dilahirkan, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan hak mendasar yang ada pada setiap individu dan tidak boleh diintervensi. Namun, dalam praktiknya, HAM tidak dapat diterapkan secara penuh karena harus mempertimbangkan kepentingan umum, hak orang lain, serta ketertiban masyarakat. Artikel ini mengulas makna HAM dari perspektif etimologis, pandangan para ahli, serta ketentuan hukum di tingkat nasional dan internasional. Selain itu, artikel ini juga membahas batasan-batasan HAM yang mengacu pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum. Konsep ini diambil dari pemikiran tokoh-tokoh seperti Hobbes, Locke, Rousseau, dan juga teori utilitarianisme. Oleh karena itu, pembatasan HAM dianggap sah jika tujuannya adalah untuk melindungi hak orang lain dan menjaga keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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I. PENDAHULUAN
Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir, yang merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM memiliki sifat alami, berlaku untuk semua orang, dan tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. Dalam perkembangannya, pengakuan terhadap HAM tidak hanya menjadi isu etis, tetapi juga sudah mendapatkan pengakuan secara hukum, baik dalam dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948 maupun dalam peraturan hukum nasional, termasuk dalam UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Walaupun HAM bersifat berlaku secara universal, penerapannya dalam praktik tidak bisa sepenuhnya bebas. Interaksi manusia dalam masyarakat memerlukan adanya keseimbangan antara kebebasan individu dengan hak orang lain serta kepentingan kolektif. Oleh karena itu, pembatasan terhadap HAM dianggap sesuatu yang wajar selama dilakukan sesuai dengan peraturan, proporsional, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan bersama. 
Dalam konteks Indonesia, hal ini tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap individu harus mematuhi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, juga untuk menjaga ketertiban, keamanan, moralitas, dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pemahaman mengenai konsep dan pembatasan HAM tidak hanya penting dari sudut pandang teoritik, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun sistem sosial dan hukum yang adil. 

II. METODE PENELITIAN
[bookmark: _GoBack]Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normative( yuridis normative), yaitu sebuah kajian yang meneliti hukum berdasarkan norma-norma yang terdapat dalam peraturan, doktrin, dan pandangan para ahli. Startegi yang digunkan mencakup metode penyambutan (statute approach) dan metode teoritis (conceptual approach), menekankan pada studi tentang Hak Asasi Manusia (HAM)  sertabatasan-batasannya  dalam konteks  hukum  nasional.
Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945 dan Deklarasi  Universal Hak  Asasi manusia, serta bahan hukum sekunder sebagaimana buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli seperti Thomas Hobbes, John Locke, Jean Jacques rousseau, Jeremy Bentham, Meuwissen, Leah Levin, dan Szabo.
Pengumulan data dapat dilakukan melalui studi keputusan ( library research), yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literature yang berkaitan dengan HAM dan pembatasannya. Analisis data dilaksanakan secara kualitatif, yaitu dengan menjelaskan, menafsirkan , dan menghubungkan berbagai bahan hukum yang ada, untuk mencapai kesimpulan yang sistematis mengenai batasan-batasan Hak Asasi Manusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
Penelitian ini menunjukkan bahwan Hak Asasi Manusi (HAM) adalah hak fundamental yang dimilikisetiap individu sejak lahir sebagai anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini bersifat Universal, alami, dan tidak bias dicabut oleh siapapun. Hal ini selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Maanusia yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak dasar seperti hak untuk hidup, kebebasan, keadilan, dan rasa aman. 
Temuan penelitian jugak mengindikasikan bahwa HAM tidak bersifat mutlak, melainkan dapat dikenakan batasan itu hanya dapat diterapkan untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban masyarakat, moral, keamanan, serta kepentingan nasional, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28J.
Selain itu merupakan bahwa dasar filosofis untuk pembatasan HAM berasal dari pemikiran para pakar. Thomas Hobbes mengugkapkan bahwa tanpa adanya aturan dari Negara, kekacuan akan terjadi.  John  Locke menekankan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungin hak –hak dasar manusia. Jean Jacques Rousseau menyoroti pentingnya kehendak umum dalam batasan kebebasa. Disisi lain, Jremy Bentham dalam pandangan utilitarianismenya menggungkapkan  bahawa  pembatasan    dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi masyarakat. Penelitian ini juga menyatakan bahwa pembatasan HAM seharusnya mengikuti prinsip legalitas, proprosionalitas, dan kepentingan umum, serta tidak boleh diterapkan pada hak-hak nom-derogable right. Dengan kata lain, HAM dipahami sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tetapi dalam pelaksanaan, perlu ada batasan yang ditentukan secara hukum untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kepentingan umum.

B. Pembahasan
1. Pengertian HAM
Kata HAM berasal dari ungkapan dalam bahasa Perancis, droits de I’homme, yang berarti hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal sebagai human rights, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut mensenrecten.
Di Indonesia, istilah yang umum digunakan adalah hak asasi manusia, yang merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrecten dalam bahasa Belanda.
Beberapa orang juga menyebutnya hak-hak fundamental, yang merupakan terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa Inggris dan fundamentele rechten dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain istilah human rights, juga dikenal istilah civil rights.     (Kusmariyanto, 2021: 226). 
Secara etimologis, istilah hak asasi manusia terdiri dari tiga komponen, yaitu hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi, berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata hak berakar dari kata haqqa, yang berarti benar, nyata, pasti, dan wajib. Misalnya, jika seseorang mengatakan yahiqqa alaika an taf ala kadza, itu berarti kamu wajib melakukannya. Dengan demikian, hak mengacu pada kewenangan atau tanggung jawab untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi berakar dari kata assa, yang berarti membangun, mendirikan, atau meletakkan dasar. Kata ini juga dapat diartikan sebagai asal, dasar, atau titik awal dari sesuatu. Oleh karena itu, asasi mengacu pada hal-hal mendasar dan fundamental yang selalu menjadi bagian dari sesuatu. (Ibrahim, 2017:1)
Dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, HAM didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang bersifat alami, universal, dan abadi yang diberikan oleh Tuhan YangMaha Esa. (Universal Declaration of Human Rights, 2021: 5). Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup dan berkeluarga, hak untuk berkembang, hak atas keadilan, hak untuk merdeka, hak untuk berkomunikasi, hak atas keamanan, serta hak atas kesejahteraan. Hak-hak ini tidak boleh diabaikan atau diambil oleh siapapun. Selain itu, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang lahir akibat interaksi mereka dalam masyarakat.
Meuwissen menyatakanbahwa hak dasar dan HakAsasi Manusia (HAM) berbeda. Hak-hak manusia memiliki makna yang sangat luas, baik dalam konteks penerapannya maupun makna yang diakui secara internasional. Hak-hak manusia merujuk pada hak-hak yang dikenal secara internasional. Sebaliknya, hak dasar sangat berkaitan dengan negara, yaitu hak-hak yang diakui melalui hukum nasional (domestik). (Meuwissen, 2022: 47).  Makna hak-hak manusia terkait dengan prinsip-prinsip ideal dan politik, karena belum menjadi bagian dari hukum positif. Sementara itu, hak dasar secara jelas merupakan bagian dari hukum positif (ius constitutum), bahkan menjadi bagian dari Undang-undang Dasar. Hak-hak manusia mencerminkan sifat dinamis, sedangkan hak dasar lebih bersifat statis.
Perbedaan antara hak dasar dan HAM juga dijelaskan oleh Leah Levin. Menurut Levin, konsep HAM memiliki dua makna dasar. Pertama, hak-hak yang tidak bisa dicabut karena seseorang adalah manusia. Kedua, hak-hak yang diakui berdasarkan hukum yang dibuat melalui proses pembentukan hukum, baik secara nasional maupun internasional. (Levin, 2023: 12).  Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan masyarakat, yaitu persetujuan warga yang mengakui hak-hak tersebut, bukan hanya prinsip alamiah yang merupakan arti yang pertama. (Levin, 1981:3).
Perbedaan antara HAM dan hak fundamental, sepertiyang dijelaskan oleh Schelten, Muwissen, dan levin, pada dasarnya bersifat teoreti. Saat ini dalam perundang-undangan demostikkan internasional, HAM dan hak dasar tidak lagi dibedakan. Keduanya telah disatukan dan menjadi HAM yang satu. Szabo menyatakan bahwa, tujuan dari HAM merupakan untuk melindungi HAM melalui institusi, terutama dalam menghadapi penyalah gunaan kekuasaan oleh aparatur Negara. (Szabo, 2025: 21). 
Di sisi lain, HAM ini juga mendorong perkembangan pribadi manusia secara multidimensional. Jelas pula bahwa konsep HAM tidak statis, melainkan dinamis. Dalam praktiknya, terdapat kemungkinan besar perdebatan terkait apakah kepentingan tertentu bisa dianggap sebagai hak secara tepat. Dalam hal ini, proses perdebatan atau diskusi yang digunakan untuk menentukanmana kepentingan yang layak dilindungi dan mana yang tidak, sangat penting, karena hak memiliki kualitas yang berbeda secara mendasar dari peraturan hukum lainnya. 
Bangsa Indonesia menyadari dan mengakui bahwa setiap orang merupakan bagian dari masyarakat, dan sebaliknya masyarakat terdiri dari orang-orang yang memiliki hak asasi serta hidup dalam lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupannya. Oleh karena itu, setiap orang selain memiliki hak asasi, juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain, tata tertib masyarakat serta menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
2. Pembatasan HAK Asasi Manusia 
Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya bisa dibatasi jika ada undang-undang yang mengatur hal itu. Pembatasan tersebut hanya boleh dilakukan untuk memastikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain tetap dihormati, serta menjaga kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. (SIREGAR, 2021: 72).
Tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang mengizinkan pemerintah, partai, kelompok, atau pihak apapun tidak berwewenang untuk mengurangi manapun untuk mengurangi, merusak, atau mencabut Ham atau kebebasan yang diatur dalam hukum ini.
Hak-hak dan kebebasan manusia secara dasar ini bersifat fundemental, namun dalam situasi tertentu bisa dibatasi. Pembatasan tersebut harus dilakukan melalui undang-undang, dan tidak boleh sembarangan. Pembatasan hanya boleh dilakukan terhadap aspek-aspek yang berkaitan dalam rangka menjaga kesatuan bangsa dan negara serta keharmonisan kehidup dalam masyarakat. Pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diterapkan untuk hak yang tidak bisa dikurangi, seperti hak-hak yang dianggap sebagai non-derogable rights. (Hidayat, 2023: 54).
Selain itu, ditegaskan bahwa semua pihak, termasuk aparat pemerintah, pengurus partai, kelompok masyarakat, atau siapa pun saja, tidak boleh memperoleh manfaat atau menimbulkan dari kerugian yang di alami oleh pihak lain dalam memahami dan menerapkan hukum tentang hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia itu alami, di dunia nyata, hak-hak tersebut tidak bisa diterapkan tanpa batasan. Setiap orang hidup dalam masyarakat yang terdiri dari banyak orang dengan hak dan kebebasan yang sama. Karena itu, dalam penerapannya, HAM harus dibatasi agar tidak saling bertabrakan dan untuk menjaga ketertiban umum.
Secara filosofis, prinsip batasan HAM bisa ditemukan dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. Pasal ini menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya boleh dibatasi oleh hukum, dengan tujuan memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain, serta memenuhi tuntutan moral, ketertiban umum, dan kesejahteraan bersama (UDHR, 2021: 9).
Dalam Konteks hukum di Indonesia, prinsip serupa di jelaskan dalam Pasal 28j UUD 1945. Pesan inimenyatakan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang di tetapkan melalui undang-undang, hanya untuk memastikan pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis 
Menurut Mahfud MD, batasan HAM adalah hal yang wajar dalam kehidupan sosial. Tanpa batasan, kebebasan seseorang akan bertabrakan dengan kebebasan orang lain, sehingga menciptakan kekacauan (Mahfud MD, 2025: 27). Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membuat aturan yang bisa menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Namun, batasan HAM tidak boleh dilakukan sembarangan. Adatigaprinsip penting yang perludiperhatikan:
• Legalitas, yakni batasan hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang.
• Proporsionalitas, yakni batasan harus seimbang dengan tujuan yang ingindicapai.
• Kepentingan umum, yakni batasan harus bertujuan melindungi hak orang lain, moralitas, ketertiban umum, atau keamanan nasional.
Contoh nyata pembatasan HAM bisa dilihat dalam hak berpendapat. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat secara bebas, tetapi kebebasan ini tidak boleh melanggar hak orang lain melalui fitnah atau ujaran kebencian. Demikian pula, hak bergerak dapat dibatasi dalam situasi darurat, seperti pemberlakuan pembatasan sosial selama pandemi Covid-19, untuk melindungi hak hidup masyarakat secaraluas. (Supriyanto, 2018:237).
3. Landasan Filosofisdan PraktisPembatasan HAM
Pembatasan Hak Asasi Manusia memiliki dasar pemikiran yang kuat. Ide ide dari Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau menjelaskan bahwa manusia memberikan sebagian kebebasannya kepada negara demimenjaga ketertiban. Hobbes mengatakan bahwa jika tidak ada aturan, manusia akan hidup dalamkondisi "perang semua melawan semua. (Hobbes, 2021: 117)
Locke berpendapat bahwa tujuan utama negara adalah melindungi hak-hak dasar manusia, meskipun negara bisa mengatur kebebasan sepanjang tidak menghilangkan hak-hak itu. Rousseau mengingatkan bahwa kehendak umum (general will) adalah dasar untuk membatasi kebebasan individu. Selain itu, teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham juga menyatakan bahwa pembatasan kebebasan boleh diterima selama bertujuan memberi manfaat terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. (Bentham, 2024:54).
Jadi, pembatasan HAM itu sah jika bertujuan untuk kepentingan umum, bukan hanya kepentingan sebagian kecil. Di sisi praktis, pembatasan HAM juga menjadi solusi untuk situasi sosial dan politik. Hidup masyarakat tidak bisa berjalan tanpa aturan. Contohnya, kebijakan karantina dan pembatasan kegiatan masyarakat saat menghadapi pandemi. Kebijakan ini memang membatasi kebebasan individu, tetapi tujuannya adalah melindungi hak hidup banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan HAM juga punya aspek yang berorientasi pada perlindungankepentingan bersama (Pratama, 2025: 88).  
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap orang sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat kodrati, berlaku untuk semua orang, abadi, dan tidak bisa diambil oleh siapa pun. Namun, dalamkehidupan bermasyarakat, HAM tidakbisaditerapkan tanpa batas
Karena manusia hidup bersama orang lain yang juga punya hak yang sama. Oleh karena itu, pembatasan HAM adalah hal yang wajar untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan seseorang dengan kepentingan bersama, ketertiban, nilai moral, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Pembatasan HAM hanya boleh dilakukan berdasarkan aturan hukum, dengan memperhatikan prinsip legalitas, proporsional, dan kepentingan umum.
Dari sudut pandang filosofis, para tokoh seperti Hobbes, Locke, Rousseau, maupun Bentham menegaskan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur kebebasan individu demi menjaga ketertiban sosial dan mengayomi kepentingan masyarakat secara luas. Secara praktis, pembatasan HAM terbukti penting dalam situasi tertentu, seperti masa pandemi, di mana kebebasan seseorang terbatas untuk melindungi hak hidup banyak orang.
Dengan demikian, pengakuan terhadap HAM harus diiringi dengan kesadaran akan kewajiban dan tanggung jawab. Negara, masyarakat, serta setiap individu memiliki peran dalam menghormati, melindungi, dan menjunjung HAM, agar tercipta kehidupan yang adil, tertib, dan harmonis sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan demokrasi.
B. Saran
Pembatasan hak asasi manusia seharusnya dilakukan dengan dasar hukum yang terang, bersifat seimbang, dan bertujuan demi kepentingan bersama. Pemerintah dan masyarakat perlu terus menyeimbangkan kebebasan pribadi dengan hak orang lain untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Di samping itu, perlu ada peningkatan pendidikan mengenai hak asasi manusia agar masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggung jawab mereka dengan seimbang.
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